PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 12 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERI AN TUGAS BELAJAR

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:
a. perlu adanya perencanaan dan koordinasi dari p

endi di kan

tenaga-tenaga ahli di dalam dan di luar negeri dalam rangka

Penbangunan Senest a;

b. perlu diperhatikan politik luar negeri yang bebas dan aktif

dal am nenberi kan tugas bel ajar di |uar negeri;

C. perlu nengatur penberian tugas bel ajar kepada pegawai Negeri,
anggota Angkatan Bersenjata, pegawai Perusahaan Negara dan

pegawai Perusahaan Swast a.

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1), pasal 27 dan pasal 31 ayat (1) Undang- Undang
Dasar ;

2. Ketetapan Mjelis Pernmusyawaratan Rakyat Senentara Nonor
1/ MPRS/ 1960;

3. Undang- undang Nonor 10 Prp tahun 1960.

Mendengar :

Misyawar ah I nti Kabi net Kerja pada tanggal 18 April 1961

MEMUTUSKAN:
Pertama :
Mencabut segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan

Presi den tersebut di bawah ini.

Kedua : Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PEMBERI AN TUGAS BELAJAR

BAB I .
Ket ent uan- Ket ent uan Unum

Pasal 1.

(1) Tugas bel ajar diberikan untuk nenuntut ilmu, nendapat didikan

atau latihan keahlian, baik didalam naupun diluar

negeri,

dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Penerintah
Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan

Swast a Asi ng.

(2) Tugas belajar di luar negeri diberikan untuk masa | eb
bul an dan untuk sel ama-1 amanya 3 tahun.

ih dari 3



(3) Tugas belajar di luar negeri pada dasarnya hanya diberikan
untuk satu kali, kecuali didalam hal-hal |uar biasa nenurut
perti nbangan Menteri Pertana.

Pasal 2.

Tugas bel ajar diberikan kepada pegawai Negeri, kepada anggota
Angkat an Bersenjata, kepada pegawai perusahaan Negara atau kepada
pegawai perusahaan Swasta dengan naksud nenanbah keahlian dal am
penyel enggar aan usaha- usaha Penerintah yang tertentu.

Pasal 3.

Sesudah tamat bel aj ar, pegawai pelajar di luar negeri wajib bekerja
dal am di nas Negara dengan i katan di nas sel ana dua tahun untuk ti ap-
tiap tahun atau sebagian tahun dari nmasa bela arnya dan untuk
sekur ang- kurangnya 3 t ahun.

Pasal 4.

Sesudah tamat belajar, pegawai perusahaan swasta pelajar wajib
bekerja dal am | apangan yang ditentukan ol eh Menteri yang berwenang
selama dua tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari
masa bel aj ar nya.

Pasal 5.

Sesudah tamat belajar, pegawai pelajar di dalam negeri wajib
bekerja dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama satu tahun
untuk tiap-tiap tahun atau sebagi an tahun dari nasa bel aj ar nya.

Pasal 6.

(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat pasa
ini, bagi pegawai pelajar di luar negeri, biaya pengobatan dan
perawatan yang |ayak ditanggung seluruhnya oleh Negara
sepanjang biaya-biaya itu seluruhnya atau sebagian tidak
di tanggung ol eh i nstansi-instansi asing.

(2) Negara tidak nenanggung aki bat suatu kecel akaan, penyakit atau
kej adi an yang neninpa diri pegawai pel aj ar karena kel akukannya
sendiri dalam perjalanan pergi Kketenpat belajarnya, pulang
ket enpat kedudukannya atau sel ama waktu nmasa bel aj ar nya

(3) Setiap pegawai pel aj ar di | uar neger i di waj i bkan
nmengasur ansi kan dirinya atas tanggungan sendiri.

Pasal 7.

(1) Gaji aktif pegawai pelajar di luar negeri dibayarkan sampa
tanggal keberangkatan ketenpat bel ajar dan tunjangan bel ajar
serta uang bantuan untuk kel uarganya di bayarkan nul ai tangga
keber angkat annya.



(2) &ji Aktif pegawai pelajar di luar negeri nulai dibayar |agi
| agi setibanya di 1ndonesia, dengan ketentuan, bahwa pegawai
pelajar itu wajib segera nelaporkan diri pada instans
Pereri ntah yang ber sangkut an.

Penbayaran tunjangan belajar dan wuang bantuan kel uarga
di henti kan nul ai saat penbayaran gaji aktif.

Pasal 8.

Masa tugas bel ajar sebagai masa kerja untuk nenetapkan gaji dan
sebagai masa pensiun, dihitung nenurut peraturan-peraturan yang
ber | aku.

Pasal 9.

Pegawai pel ajar dan pegawai perusahaan swasta pelajar di kenakan
hukuman admnistratif nmenurut peraturan yang ditetapkan oleh
Menteri Pertama setel ah nendengar Menteri Keuangan, dal am hal - hal
seperti ditentukan dal am peraturan tersebut.

Pasal 10

Penbat al an tugas bel aj ar nenurut ketentuan dal am pasal 12 ayat (3)
di anggap senata-nmata didasarkan kepada kepentingan dinas, kecual

apabila ternyata, bahwa penbatalan itu disebabkan ol eh keal paan
pegawai pelajar sendiri. Pegawai pelajar di luar negeri yang
ber sangkutan harus pulang ke Indonesia dengan kesenpatan yang
pertama, sesudah diterinmanya penberitahuan tentang keputusan tugas
bel ajar itu dalam hal ini biaya perjal anan di tanggung ol eh Negar a.

BAB I I.

Tugas Bel ajar D luar Negeri untuk Pegawai Negeri, Anggota Angkatan
Ber senj ata dan Pegawai Perusahaan Negar a.

Pasal 11.

(1) Tugas belajar terbagi atas 3 golongan berdasarkan kedudukan
pegawai nenurut peraturan gaji yang berlaku pada waktu
di j al ankan tugas itu, yaitu :

l. Tugas belajar Juwana, sebagai nereka yang berpangkat
setinggi-tingginya DD2/111 PGPN 1955 atau Bintara dal am
ket ent ar aan;

Il. Tugas belajar Madya, bagi Mereka yang ber pangkat
ser endah-rendahnya gol ongan E 1/1 PGPN- 1955  dan
setinggi-tingginya F/ Il PGN 1955 atau Perwira Pertanma
dal am ket ent ar aan;

I1'l. Tugas belajar Uama, bagi nereka yang berpangkat F/ 11|
PGPN 1955 atau Perwira Mencegah dan |ebih tinggi dalam
ket ent ar aan.
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Bagi pegawai perusahaan Negara gol ongan-gol ongan termnmaksud
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertama atas
usul Menteri yang berwenang.

Pasal 12.

Tugas bel aj ar di beri kan ol eh Menteri Pertama atas usul Menter
yang berwenang berdasarkan keperluan akan tenaga ahli dal am
rangka Penbangunan senest a.

Tugas bel ajar dapat diubah oleh Menteri Pertama atas usu
Menteri yang berwenang setel ah nendengar pertinbangan Kepal a
Perwaki | an yang ber sangkut an.

Tugas bel aj ar dapat di batal kan ol eh Menteri Pertama atas usul
Menteri yang berwenang setelah nendengar kepala Perwakilan
yang bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai pelajar yang
bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai pelajar yang
bersangkut an ti dak nenpunyai penbawaan atau tidak cakap untuk
menuntut ilmu, pendidikan atau |atihan seperti ditugaskan
kepadanya.

Pasal 13.

Penberian tugas belajar itu disertai penberian

bi aya perj al anan pergi/ pul ang,

bi aya perl engkapan,

Tunj angan selama nenunai kan tugas belajar, baik kepada
pegawai , pel aj ar, maupun kepada kel uarganya yang diti nggal kan,
bi aya penbel i an buku dan al at-al at pel aj ar an,

bi aya penbayaran uang kuliah, wuang sekolah, uang ujian dan
uang "study tour" yang wajib.

Pasal 14.
Biaya perjalanan dari t enpat kedudukan pegawai / pel aj ar
ket enpat tugas belajar diluar negeri dan kenbali, ditanggung

ol eh Negara nenurut peraturan-peraturan yang berl aku.

Bi aya perl engkapan di berikan nenurut peraturan yang berl aku

dengan ket entuan bahwa bagi anggota Angkatan Bersenjata segal a
sesuatu ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertama atas usul
tiap-tiap Angkat an.

Sel ama masa tugas bel ajar, pegawai pel ajar nmendapat tunjangan
bel ajar dan kepada keluarganya yang ditinggal kan diberikan
uang bantuan nenurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri
Pertama setel ah nmendengar Menteri Keuangan

Kepada pegawai/ pel ajar diberikan biaya untuk penbelian buku
dan al at-al at pel aj aran nmenurut peraturan yang ditetapkan ol eh
Menteri Pertama setel ah nendengar Menteri Keuangan



(5)

(1)

(2)

Bi aya penbayaran uang kuliah, uang sekol ah, uang ujian dan,
uang "study tour" yang wajib, ditanggung oleh Negara dan
di bayarkan |angsung kepada Badan Perguruan atau Badan
Pendi di kan yang ber kepenti ngan.

Pasal 15.

Ket ent uan- ket ent uan dal am pasal -pasal 13 dan 14 berlaku pul a
bagi pegawai pel ajar yang nendapat tugas bel aj ar dengan bi aya
sesuatu Penerintah Negara Asing, sesuatu Badan | nternasiona
atau sesuatu Badan Swasta Asing dalam hal biaya-biaya
termaksud dal am pasal -pasal 13 dan 14 itu tidak dipikul oleh
i nstansi -i nstansi tersebut.

Dal am hal bi aya-bi aya yang di pi kul ol eh instansi-instansi itu
kurang daripada jumah-jumah yang ditetapkan nenurut
peraturan ini, maka kepada pegawai pelajar dapat diberikan
selisih antara jum ah-jumah yang dipikul oleh instansi-
instansi tersebut dan jum ah-jum ah yang ditetapkan nenurut
peraturan ini dengan keputusan khusus Menteri Pertanma setel ah
mendengar Menteri Keuangan.

BAB |I1.

Tugas Bel ajar Diluar Negeri untuk Pegawai Perusahaan Swast a.

Pasal 16.

Pasal - pasal 11 sanpai dengan 15 diatas berlaku pula bagi pegawai
perusahaan swasta yang nendapat tugas bel ajar diluar negeri dengan
ket ent uan- ket ent uan sebagai beri kut

a.

(1)

pegawai perusahaan swasta di masukkan gol ongan tugas bel ajar
menurut tingkat yang ditetapkan - oleh Menteri Pertanma atas
usul Menteri yang berwenang:

pegawai perusahaan swasta diberikan biaya perjalanan pergi
pul ang dari Jakarta keluar negeri nenurut peraturan yang
ber | aku;

pegawai per usahaan swast a ti dak mendapat t unj angan
per | engkapan,

kel uarga pegawai perusahaan swasta yang ditinggal kan tidak
di beri uang bant uan.

BAB | V.
Tugas Bel aj ar di dal am Negeri .
Pasal 17.

Tugas bel aj ar didal am negeri hanya diberikan kepada pegawai
Negeri untuk belajar pada Perguruan Tinggi atau sekolah



kej uruan nenengah tingkat atas.

(2) Pegawai pelajar tidak di bebaskan dari perkerjaannya sehari -
hari , kecuali dengan persetujuan Menteri Pertama atas usul
Menteri yang berwenang.

(3) Tugas bel ajar didalam negeri yang tingkatannya |ebih rendah
dari pada yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh
Menteri yang berwenang.

Pasal 18.

(1) Tugas bel aj ar diberikan, diubah atau dibatal kan ol eh Menteri
yang berwenang.

(2) Tugas belajar dapat diubah setelah nendengar pertinbangan
Ket ua Fakul tas atau Kepal a Sekol ah yang ber sangkut an.

(3) Tugas bel ajar dapat dibatal kan, apabila nenurut pertinbangan
Ketua Fakultas atau Kepal a Sekol ah yang bersangkutan, pegawai
pel aj ar tidak menpunyai penbawaan untuk ilmu atau pel aj aran
yang dituntutnya, atau karena sal ah suatu sebab di anggap ti dak
cakap mel anj ut kan tugasnya itu ataupun  tidak cukup
kemaj uannya.

Pasal 109.

(1) Pegawai pelajar disanping hak-haknya sebagai pegawai Negeri
nmendapat bant uan ber upa:

a. jum ah biaya penbelian buku dan al at-al at pel aj aran yang
di tentukan nenurut peraturan yang ditetapkan ol eh
Menteri Pertama setel ah nendengar Menteri Keuangan

b. bi aya penbayaran uang kuliah atau uang sekol ah dan uang
uj i an yang di bayar |angsung kepada badan perguruan yang
ber sangkut an.

(2) Jum ah-jum ah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan
pada pada Departenen-Jawat an yang ber sangkut an

Pasal 20.

Kepada pegawai perusahaan swasta tidak diberikan tugas belajar
di dal am negeri berdasarkan peraturan ini.

BAB V.
Per at ur an Pel aksanaan.
Pasal 21.

Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dal am pasal 9,
pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) huruf a,



Menteri Pertanma di beri kuasa:

1. menet apkan peraturan pel aksanaan dari Peraturan ini;

2. Menyi npang dari Peratura ini, apabila dalam sesuatu hal
pel aksanaan Peraturan ini neninbul kan keadaan kurang adil atau
dal am hal | uar biasa.

BAB VI .
Per at uran Peral i han.
Pasal 22.

(1) Tugas belajar yang sedang dijal ankan berdasarkan peraturan-
peraturan yang berlaku dianggap diberikan Dberdasarkan
Peraturan ini dan diubah apabila terdapat penyinpangan dari
ket ent uan dal am Peraturan ini.

(2) Tugas belajar vyang telah diberikan, akan tetapi belum
di j al ankan pada tanggal diundangkannya Peraturan ini, diatur
menurut Peraturan ini.

Pasal 23.

Sel ama peraturan-peraturan pel aksanaan termaksud dalam Peraturan

Presiden ini belum ditetapkan, naka peraturan-peraturan yang ada

berl aku terus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 24.

Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Penerintah ini dengan penenpatan dalam
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1961.
PJ. Presiden Republik Indonesia,
ttd.
DJ UANDA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1961.
Pej abat Sekretaris Negara,
ttd.

SANTGSO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMOR 12 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERI AN TUGAS BELAJAR

PENJELASAN UMM

Peraturan ini di maksudkan untuk nengganti kan berbagai -bagai surat
edaran yang sanpai Kkini nengatur mnasal ah penberian tugas bel ajar
dan nmenyesuai kannya dengan keadaan pada dewasa i ni

Karena itul ah, maka di dalam peraturan ini terdapat pula ketentuan
tentang penberian tugas belajar di luar negeri kepada pegawai
perusahaan swast a.

Sel anj utnya tugas bel ajar di dal am negeri yang hi ngga sekarang ini
diatur ol eh Departenen/Jawatan nasing-nasing, di dalam peraturan
ini pada asasnya diatur sama dengan tugas belajar.di |uar negeri
dan hanya berbeda di dalam hal-hal yang nenmang karena sifatnya
ti dak dapat di samakan.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1.
Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Tugas belajar yang |lamanya 3 bul an atau kurang di anggap
terlanpau singkat untuk dapat nengadakan orientasi sepatutnya,
sehingga yang berkepentingan belum dapat nengadakan penghenatan
dal am bi aya- bi aya yang harus di kel uarkannya di |uar negeri.

Selama waktu itu ia nendapat wuang harian berdasarkan peraturan
tentang penberian biaya perjalanan dinas ke-, dari dan di |luar
Negeri yang berlaku (antara lain surat-surat keputusan Menter
Keuangan tgl. 11-8-1955 No. 155273/B.S.D., tanggal 7-5-1956 No.
91619/B. S.D. dan tgl. 30-10-1958 No. 182460/B. S. D.

Ayat (3) : Akan diatur lebih lanjut dalam suatu surat edaran
menteri Pertana.

Pasal 2.
D dalam peraturan ini diberikan batas bilamana dapat diberikan
tugas belajar di luar negeri kepada pegawai perusahaan Swasta,
ialah apabila instansi swasta yang bersangkutan dapat di anggap
sebagai ikut-serta dalam penyel enggaraan usaha Penerintah yang
tertentu.

Pasal 3.

Li hat penj el asan pasal 9.



Pasal 4.

D dal am nenent ukan | apangan bekerjanya, akan diperhati kan maksud
dari pengirimannya kel uar negeri dan ikatan-ikatan yang ada dengan
fi hak Swasta yang ber sangkut an.

Pasal 5.
Li hat penj el asan pasal 9.
Pasal 6.

Bi aya pengobatan dan perawatan yang dibayar oleh Penerintah,
hanyal ah selisi h-kurang daripada yang telah dan harus dibayarkan
ol eh maskapai asuransi yang bersangkut an.

Dem ki an juga akibat sesuatu kecel akaan, penyakit atau Kkejadi an
yang neninpa diri pegawai dan pegawai perusahaan swasta-pel ajar
yang nenyebabkan ia meninggal dunia, adalah juga atas tanggungan
maskapai asuransi yang ber sangkut an.

Penbayaran selisih-kurang itu, tidak lagi nenjadi tanggungan
Permerintah, bilamana Badan |Internasional atau Penerintah Negara
Asi ng yang nenberi kan kesenpatan belajar itu, telah nem kul biaya-
bi aya termaksud,

A eh karena itul ah kepada setiap pegawai Negeri (pegawai perusahaan
swast a) - pel ajar diwaji bkan nengasuransi kan dirinya atas biaya
sendiri.

Pasal 7.
Cukup j el as.

Pasal 8.
Cukup j el as.

Pasal 9.

Penberian tugas belajar di luar maupun di dal am negeri di maksudkan
agar hasil pekerjaan pegawai yang berkepentingan bagi Negara dapat
bertanbah. Oleh karena itu, neka didalam hal-hal pegawai yang
ber kepenti ngan dengan sesuatu jal an nenghi ndari tercapai nya maksud
Penerintah itu, ia harus di kenakan hukuman adm nistratif.

Pasal 10 sanpai dengan pasal 13.
Cukup j el as.
Pasal 14.

Peraturan yang dinmaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) ialah
peraturan nengenai perjalanan dinas di luar dan di dalam Negeri



yang | al u.

Pasal 15.
Cukup j el as.

Pasal 16.

Penerintah dal am nenberi kan tugas belajar di luar negeri kepada
pegawai perusahaan swasta hanya bermaksud untuk nengel uarkan bi aya
sejunl ah yang benar-benar di anggap seperlunya saja, dengan catatan
bahwa kekurangannya hendaknya dipikul oleh instansi swasta yang
ber sangkut an.

Untuk nenbeli perlengkapan bagi yang berkepentingan Penerintah
dapat nenberikan fasiliteit devisen nenurut aturan yang telah
di tetapkan oleh L.A A P.L.N

Pasal 17.
Pada dasarnya pegawai negeri yang diberi tugas belajar didalam
negeri tidak di bebaskan dari pekerjaannya sehari-hari dengan naksud
supaya ia terus nenerus dapat nengi kuti jalannya pekerjaan yang
di tugaskan kepadanya sebagai pegawai negeri, sehingga ia sesudah
selesai belajar tidak nmenerlukan waktu lagi untuk nenmahankan
pekerj aannya.

Pasal 18 sanpai dengan pasal 21.

Cukup | el as.

Pasal 22.

Kel ebi han bi aya- bi aya yang tel ah di kel uarkan ber dasar kan per at ur an-
peraturan | ama, tidak akan di pungut kenbali .

Pasal 23 sanpai dengan pasal 24.
Cukup j el as.
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